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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Negara merupakan sebuah entitas (kesatuan wilayah) dari unsur-unsur 

pembentukan negara, yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan 

kepentingan dari sebuah komuniti (masyarakat rakyat setempat) yang 

berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh kesatuan wilayah.1 Komuniti 

atau masyarakat setempat adalah penduduk yang masing-masing  anggotanya 

baik pribadi maupun kelompok saling mengadakan hubungan karena adanya 

naluri untuk hidup bersama dengan orang lain untuk memenuhi kepentingan- 

kepentingannya.2 Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak 

negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan 

perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.3 

Salah satu tantangan hukum yang cukup serius dalam menghadapi 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi pada era globalisasi

 
1 Dikdik M. Arief Mansur &Elisatris Gultom, “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan” , 

jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.1. 
2 Ibid, hlm2. 
3 Ibid, hlm3. 



2 
 

 
 

adalah kejahatan-kejahatan yang rumit dan terus berkembang, masalah tersebut 

juga di alami oleh negara berkembang seperti Indonesia, terlebih lagi hingga saat 

ini belum ada ketentuan dalam perundang-undangan hukum pidana yang ada di 

Indonesia.4 Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya 

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak 

(fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang 

berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tetapi dalam hal ini, masalah 

perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam 

proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk 

memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya. 5 Pada dasarnya 

hakikat hukum pidana di Indonesia sekarang ini telah di kenal bersamaan dengan 

manusia yang mulai mengenal hukum, adanya peraturan-peraturan, dan adanya 

perbuatan-perbuatan yang tidak di sukai oleh masyarakat merupakan awal 

lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.6 

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 

mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 

 
4Aloysius Wisnubroto, Thesis “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penggulangan 

Penyalangunaan Komputer” , Program Pascasarjana, Universitas  Diponegoro, 1997, hlm.4. 
5Lukman Hakim Nainggolan,”Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak”, Agustus 

2005, http//:www.repository.unimal.ac.id, dimuat dalam Jurnal Equality, Vol.10, Nomor 2, Agustus  

Tahun 2005, pukul 10:10,  diakses pada tanggal  24 September 2019, hlm.82. 
6Frans Maramis. “Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia”, Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2016, hlm.1. 
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pergaulan hidup. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. 

Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga 

hukum dapat berfungsi sebagai mana mestinya.7 

Keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam 

suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan 

golongan–golongan manusia selalu bertentangan satu samaa lain. Pertentangan 

inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum 

mempertahankan dan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara 

kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian, hukum dapat mencapai 

tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang 

dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang 

memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam bahsa latinnya: ius 

suum cuique tribuere. Takaran keadilan itu sendiri relatif. Definisi tentang apa 

yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setap individu. Tidak berlebihan 

apabila keadialn itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan 

dan merupakan unsur yang haruds ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai 

perangkat asa, dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian), dan 

ketertiban dalam masyarakat. Nilai keadilan sifatnya relatif sehungga tidak 

mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (absolute justice).8 

 
7Ibid,hlm.11-12. 
8 Ibid,hlm.12-13.  
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Hal yang sama tercermin dalam pemerintahan Indonesia. Para pemimpin yang 

bertugas untuk mengatur dan menjamin kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, 

dipilih oleh masyarakat Indonesia (baik secara langsung maupun tidak langsung), 

sebagai timbal balik dari kepercayaan tersebut, sudah selayak-nya apabila 

pemimpin, dalm hal ini pemerintah, memberikan perlindungan secara maksimal, 

baik terhadap kesejahteraan masyarakatnya secara material maupun spiritual. 

Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat harus berlaku 

secara luas, baik dari ancaman yang berasal dari luar wilayah Indonesia. Di 

samping itu, perlindungan ini harus pula diberikan baik dari serangan terhadap 

masyarakat Indonesia secara keseluruhan, maupun terhadap individu masing-

masing.9 

Dalam konteks perlindungan HAM, sebagai manusia, perempuan dan anak 

juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya dimuka bumi ini, yakni 

hak yang dipahami sebagai hak-hak yang melekat (inherent) secara alamiah sejak 

ia dilahirkan, dan tanpa itu manusia (perempuan dan anak) tidak dapat hidup 

sebagai manusia secara wajar. Atas pengakuan ini, tampak berbagai pernyataan 

bahwa kekerasan terhadap anak merupakan rintangan terhadap keberhasilan 

pembangunan. Bagaimanapun juga tindak kekerasan akan berdampak pada 

kurangnya rasa percaya diri, menghambat kemampuan anak untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatannya, rasa kepercayaan diri pada 

 
9  Ibid,hlm.10.  
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anak berkurang serta  menghambat pertumbuhan jiwanya akan terganggu untuk 

masa depannya, pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak memberikan kewajiban bagi semua pihak termasuk negara untuk 

melindunginya.10  

Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan 

undang - undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritis 

bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diberikan dalam 

berbagai cara tergantung kerugian yang dialami korban.11 Saksi dan korban dalam 

mengungkapkan terjadinya tindak pidana kenyataannya kurang mendapat 

perhatian oleh penegakan hukum maupun masyarakat pada umumnya. Walaupun 

dalam pasal 4 Undang undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi 

dan korban menjamin memberi rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam 

memberikan keterangan pada setiap proses pemeriksaan. Anak sebagai korban 

dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa 

 
10 John Dirk PasalBessy, “Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta 

solusinya”, www.fhukum.unpatti.ac.id, dimuat dalam jurnal Sasi Vol.16, Nomor 3, Juli 2010, pukul 

15:04 diakses pada tanggal 23 September 2019, hlm.9. 
11 Haryanto Dwiatmodjo, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi 

Korban Tindak Pidana Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas”, 

www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id, dimuat dalam jurnal Dinamika Hukum Vol.11, Nomor2, Mei 

2011, pukul 15:11, diakses pada tanggal 23 September 2019, hlm.202. 
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cacat, luka-luka bahkan sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental 

yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya. Tindak kekerasan 

secara hakiki berakar pada yang dinamakan penyalahgunaan serta penelantaran di 

mana pelakunya bisa saja negara, sektor swasta, personal petugas hukum, 

keluarga atau perorangan.12  

Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini marak ditengah masyarakat adalah 

penculikan anak. Dijelaskan kan pada Pasal 1 ayat 1 (3) Undang-undang Dasar 

1945 yang berisi secara tegas bahwa negara indonesia adalah Negara hukum yang  

sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan 

prinsip-prinsip tentang supremasi hukum dimana hukum dijunjung tinggi sebagai 

pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan 

kebangsaan dan bernegara. Yang dimaksud hukum pada umumnya merupakan 

kumpulan - kumpulan peraturan atau kaedah - kaedah dalam suatu kehidupan dan 

seluruh tentang tingkah laku yang diberlakukan dalam suatu kehidupan 

bermasyarakat yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi pidana hukum yang 

ditunjukan kepada pelakunya dengan konkrit kepada pelaku pelanggaran yang 

nyatanya berbuat suatu kejahatan dan juga sebagai ketertiban dalam  masyarakat 

 
12 Ibid, hlm.10. 
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agar jangan sampai masyarakat menjadi pelaku atau korban dari suatu kejahatan 

itu sendiri.13  

Ada banyak  maraknya penculikan anak dimana mana, Adapun penculikan 

secara umum diatur pada pasal 328 KUHP  yaitu “Barang siapa membawa pergi 

seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan 

maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah 

kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam 

keadaan sengsara, diancam karena penculikan, dengan pidana penjara paling lama 

dua belas tahun”. Dan juga dijelaskan pada Buku II Kitab Undang-Undang 

Hukum pidana dalam Bab XVIII dimana kejahatan tindak penculikan anak yang 

di dalam bentuk dan pokoknya di atur di dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHP yang 

dirumuskan sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang 

belum cukup  umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas 

dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan 

pidana penjara paling lama tujuh tahun”.14 

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa Putusan Hakim pidana terkait 

dengan penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana penculikan 

anak. Adapun beberapa putusan dimaksud dapat dibedakan dan dipilah sebagai 

berikut:  

 
13Putri Kartika Sari, Skripsi “Tujuan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penculikan Anak 

“, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, hlm.1. 
14 Ibid, hlm.3-4. 
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1. Putusan Hakim pada pengadilan Negeri Batang Nomor: 

32/Pid.Sus/2015/PN Btg tanggal 2 September 2015, dalam perkara ALI 

NURDIN ALIAS CEKRE dan MUHAMMAD MAHFUD yang identitas 

lengkapnya  tersebut dimuka, terbukti secara sah dan menyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penculikan anak”. Bahwa 

terdakwa telah melanggar pasal 328 KUHP “Barang siapa membawa pergi 

seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, 

dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di 

bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan 

dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan, dengan pidana 

penjara paling lama dua belas tahun”. Dan krna itu masing masing 

terdakwa dikenakan pidan penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 

Rp.100.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 

diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.15 

2. Putusan Hakim pada pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 181/Pid.Sus 

/2018/PN.Kka tanggal 21 November 2018, dalam perkara SHERLI D 

KASY alias SHERLI Binti DEMMAGAE PUNDU, jenis kelamin 

perempuan, pekerjaan Swasta. Bahwa ia telah terbukti bersalah  

melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan penculikan anak”.  

Bahwa terdakwa telah melanggar pasal 328 KUHP “Barang siapa 

 
15https://www.mahkamahagung.go.id/id,direktori Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor Register Perkara 32/Pid.Sus/2015/PN.Btg, diakses pada tanggal 25 agustus 2019, 

pukul 14:05. 

https://www.mahkamahagung.go.id/id,direktori
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membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat 

tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu 

secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang 

lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam 

karena penculikan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.  

Bahwa terdakwa dikenakan pidana penjara selama tiga tahun dan enam 

bulan dan denda sejumlah Rp. 60. 000.000 dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga 

bulan.16 

Sebagiamana dakwaan penuntut umum, maka dalam hal-hal diatas 

dapat di simpulkan bahwa penulis mengangkat judul “PERTIMBANGAN 

PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

PENCULIKAN ANAK 

 

 

 

 

 

 

 

 
16https://www.mahkamahagung.go.id/id,direktori Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor Register Perkara 181/Pid.Sus/2018/PN.Kka, diakses pada tanggal 23 oktober 2019, 

pukul 13:20. 

https://www.mahkamahagung.go.id/id,direktori
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas mengenai putusan Mahkamah Agung dalam 

masalah penculikan anak, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana    

penculikan anak ? 

2. Bagaimana pertimbangan putusan hakim pada pelaku tindak pidana 

penculikan anak dalam putusan  nomor : 32/Pid.Sus/2015/pn.Btg dan 

nomor: 181/Pid.Sus /2018/PN.Kka? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana pada 

pelaku tindak pidana penculikan anak dalam pasal 328 kitab undang 

unadang hukum pidana (KUHP) dalam putusan nomor : 

32/Pid.Sus/2015/pn.Btg dan nomor: 181/Pid.Sus /2018/PN.Kka? 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis  dasar pertimbangan hakim pada 

tindak pidana penculikan anak pada putusan  32/Pid.Sus/2015/pn.Btg 

dan nomor: 181/Pid.Sus /2018/PN.Kka? 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dari tujuan- tujuan diatas, maka penulisan ini mengharapkan pembahasan 

penulisan hukum yang dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan bagi kalangan 

akademisi hukum yang berlaku : 
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1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian dan penulisan yang saya buat ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu – ilmu hukum, khususnya 

untuk mengembangkan pengetahuan dan untuk menambah wawasan 

dan referensi mengenai  hal - hal yang berkaitan dengan penjatuhan 

dalam tindak pidana penculikan anak pada saat ini. 

2. Manfaat praktis  

Untuk memberikan hal - hal tentang pemikiran bagi pemerintah 

khususnya aparat penegak hukum yang dapat memberikan kemudahan 

untuk melakukan perubahan dalam melaksanakan tugas, tujuan dan 

fungsinya masing masing sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam 

memenuhi keadilan di masyarakat, sehingga dapat melakukan tugas, 

tujuan, dan fungsimya tersebut dengan cara profesional, manusiawi, dan 

berkeadilan.  

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana 

penculikan anak yang ditinjau dari penerapan hukum sanksi hukumnya.  
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F. KERANGKA TEORI 

1. Teori pemidanaan 

Menurut schravendijk ada beberapa macam pendapat mengenai teori 

pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam 

tiga golongan besar,yaitu: 

a. Teori absolut (teori pembalasan/vergeldings theorien) 

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan yang dari penjatuhan 

penderitaan berupa pidana itu pada penjahat, Negara berhak 

menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan 

penculikan dan melanggar  hak dan kepentingan hukum (pribadi, 

masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. 

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya 

keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai berikut: 

1. Pertimbangan dari sudut ketuhanan  

Suatu aturan yang bersumber pada aturan tuhan yang diturunkan 

melalui Pemerintah Negara sebagai abdi atau wakil tuhan di dunia 

ini. 

2. Pandangan dari sudut etika 

Pandangan ini berasal dari Emmanuel kant, yang menyatakan 

bahwa menurut rasio, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu 

pidana. 
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3. Pandangan alam pikiran dialektika 

Pandangan ini berasal dari hegel, atas dasar pikiran yang demikian, 

pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. 

4. Pandangan aesthetica dari herbart 

Pandangan yang berasal dari HERBART ini berpokok pangkal 

pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan 

menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. 

5. Pandangan dari heymans 

Pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan menurut 

heymans didasarkan pada niat pelaku. 

6. Pandangan dari kranenburg 

Teori ini didasarkan pada asas kesimbangan , karena ia 

mengemukakan mengenai pembagian syarat-syarat untuk 

mendapatkan keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum 

tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang 

sama dan sederajat.17 

 

 

 

 

 
17Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian l” ,Depok:PT 

Rajagrafindo,,2002,hlm.157. 
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b. Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien) 

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 

pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 

masyarakat.18 

c. Teori gabungan  

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan 

asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu 

menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan 

menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut: 

1. Teori gabungan yang pertama 

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan 

ini didukung oleh  pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada 

lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk 

mempertahankan tata tertib agar kepentingan umum dapat 

diselamatkan dan terjamin dari kejahatan 

2. Teori gabungan yang kedua 

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib 

hukum ini antara lain Thomas Aquino, menurut Thomas Aquino 

dasar pidana itu ialah kesejahtaeraan umum. Untuk adanya pidana, 

harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan,dan kesalahan (schuld) 

 
18 Ibid,hlm.161. 
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itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan 

dengan sukarela.19  

Dalam KUHP hukuman diatur dalam bab II berdasarkan pasa 10 

KUHP  tentang pidana pokok yang terdiri dari,  pidana mati, 

pidana penjara, pidana kurungan,  pidana denda, pidana tutupan, 

sedangkan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak hak 

tertentu,  perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan 

hakim. Maka untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini 

penulis menggunakan teori relatif sebagai penjatuhan hukuman 

bagi tersangka tindak pidana penculikan anak sehingga hukuman 

bersifat memperbaiki moral dari sisi pelaku. 

 2. Teori pertimbangan hakim 

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang 

mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-

norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam 

hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya, jadi putusan hakim 

bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja akan tetapi 

didasarkan juga pada hati nurani. 20 Ada beberapa teori yang dapat 

 
19 Ibid,hlm.167. 
20 Muhammad afif, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa 

Tanah Dalam Masyarakat Madura”, www.ejournal.kopertis10.or, diakses pada tanggal 27 agustus 

2019, pukul 10:40, hlm.309. 
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dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan 

hakim dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: 

a. Teori keseimbangan  

Teori keseimbangan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh 

undang-undang dan kepentingan pihak-pihak tersangkut atau berkaitan 

dengan perkara yaitu, adanya keseimbangan yang berkaitan dengan 

masyarakat. 

b. Teori pendekatan dan seni intusi 

Dalam teori ini penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi 

atau kewenangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan hakim untuk 

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap 

pelaku tindak pidana, dan pendekatan seni diperguanakan oleh hakim 

dalam suatu putusan perkara yang ditentukan oleh instuisi dan instink dari 

pada pengetahuan dari seorang hakim. 

c. Teori pendekatan keilmuan 

Bahwa dalam teori ini titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa 

proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh 

kehati-hatian dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim, 

karena hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi dan instink 

semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga 
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wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus 

diputuskannya. 

d. Teori pendekatan pengalaman  

Teori ini pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat 

membatunya dalam mengadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-

hari  karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat 

mengetahui bagaimana dampak dari suatu yang dijatuhkan dalam suatu 

perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, 

ataupun dampak yang timbul dalam putusan perkara yang berkaitan 

dengan pihak-pihak berpekara yang ada di masyarakat juga. 

e. Teori ratio decidendi 

Dalam teori ini putusan hakim dalam suatu perkara mengandung 

pertimbangan yang sifatnya sepintas lalu kadang tidak relevan yang tidak 

secara langsung mengenai pokok-pokok perkara yang diajukan, dimana 

dalam hal ini disebut dengan obiter dictum dan ada pula putusan hakim 

yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara secara langsung 

atau disebut dengan ratio decidendi. 

f. Teori kebijaksanaan 

Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti yang 

dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam 
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perkara di pengadilan anak, yang berlandaskan dari teori kebijaksanaan ini 

menekankan rasa cinta tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta 

kekluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina, dan selanjutnya aspek 

teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang 

tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan 

melindungi anak agar kelak dapat menjamin manusia yang berguna bagi 

bangsanya.21 

Berdasarkan teori hakim diatas, maka untuk menjawab masalah 

kedua dari penulisan skripsi ini dengan mengunakan teori pendekatan 

keilmuan, yang mana hakim dalam menjatuhkan pidana harus dengan 

penuh kehati-hatian dalam rangka menjamin konstistensi dari putusan 

hakim, karena hakim harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum 

dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang 

akan diputuskannya. Sebagaimana dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) 

UU NO.48 TAHUN 2009 yang artinya “dalam memeriksa dan memutus 

perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang 

dibuatnya, penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan 

dan dasar hukum yang tepat dan benar”.22 

 
21 Ibid, hlm.310-311. 
22 Undang - Undang  Nomor 48 tahun 2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman. 
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g. Teori penerapan sanksi pidana  

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan 

kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan 

perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti 

pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan 

dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana 

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan 

pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana 

tambahan.23  

Ditegaskan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral 

dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai nilai 

sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai (value) 

dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik  dan apa yang tidak 

baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang 

diperbolehkan dan apa yang dilarang.24  

Beratnya sanksi dan/atau deteksi dan prosekusi kejahatan di batasi 

hanya oleh pengertian (pemahaman) yang baik dari orang-orang yang 

menerapkannya. Dengan demikian memidana orang yang tidak 

bersalah   dapat memenuhi tujuan dari sistem  sanksi seperti itu, sama 

 
23 J.M Van Bemmelen, “Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagiam Umum, 

Terjemahan Hasnan”, Bandung: Bina Cipta, 1987, hlm.128. 
24 M. Sholehuddin, “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana”,  Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007, hlm.55. 
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mudahnya seperti memidana orang  yang  bersalah. Penyangkalan 

yang mudah atas jenis argumentasi ini adalah bahwa pemahaman yang 

baik selalu ada dalam hukum yang menetapkan batas-batas pada apa 

yanng harus dialami oleh seseorang.25 Sanksi pidana sesungguhnya 

bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, maksudnya sanksi pidana 

tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan 

(agar yang bersangkutan menjadi jera). Sanksi pidana lebih 

menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan 

penderitaan yang sengaja yang dibebankan kepada seorang pelanggar. 

Tujuan sanksi pidana memberi penderitaan istimewa  (bijzonder leed) 

kepada pelanggar supaya ia  merasakan akibat perbuatannya.26  

Tujuan sanksi pidana menurut Bemmelen adalah mempertahankan 

ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk 

menakutkan, memperbaiki dam untuk kejahatan teetentu 

membinasakan.27 

Dari beberapa teori yang disebutkan diatas maka penulis hanya 

menggunakan beberapa teori yaitu teori pendekatan keilmuan, teori 

ratio decidendi, teori kebijaksanaan dan teori penerapan sanksi pidana 

karna dianggap tepat untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk 

 
25 Ibid, hlm.76. 
26 Ibid, hlm.32. 
27 J.M Van Bemmelen, Op.Cit, hlm.47. 
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menjawab berbagai permasalah - permasalan dalam penulisan skripsi 

ini. 

G. METODE  PENELITIAN  

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif, 

penelitian yuridis normatif, terdiri atas, penelitian terhadap asas-asas 

hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap 

taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian 

perbandingan hukum.28 

2. Pendekatan Penelitian  

Penekatan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

a. Pendekatan perundangan undangan (Statute Aprroach) 

Pendekatan perundang undangan (Statute Aprroach) adalah   

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta 

mempelajari semua peraturan perundang undangan dan 

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang di teliti.29 

b. Pendekatan kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus (Case Approach), Dalam pendektan ini yang 

perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi yaitu, 

alasan alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai 

 
28 Zainuddin Ali,  “Metode Penelitian Hukum”,  Jakarta: Sinar  Grafika,  2014, hlm.12. 
29 Peter Mahmud, “Penelitian Hukum Edisi Revisi”, Jakarta:Kencana, 2005, hlm.133. 
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kepada putusannya.sebagiman telah dikemukakan bahwa 

kegunaan pedekatan kasus bukan saja karna ratio decidendi-

nya adalah penafsiran atau penghalusan hukum, melainkan 

juga dalam hal undang undang tidak mengaturnya.30   

3. Sumber Bahan Hukum  

1) Bahan  hukum primer 

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas (autoritatif).31 Adapun yang menjadi bahan hukum primer 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). 

c. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang- 

undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 

d. Undang-undang nomor  39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia. 

e. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan 

kehakiman. 

f. Putusan pengadilan negeri sumedang tentang tindak pidana 

penculikan anak yakni pada putusan nomor 

32/Pid.Sus/2015/PN.Btg.  

 
30 Ibid, hlm.158. 
31 Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm.47. 
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g. Putusan pengadilan Negeri Kolaka tentang tindak pidana 

Membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 

melakukan penculikan anak yakni putusan nomor 

181/Pid.Sus/2018/PN.Kka. 

2) Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah  bahan yang memberikan 

petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membiat 

latarbelakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian 

kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode 

pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai 

hasil penelitian. Bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum 

sekunder tersebut dapat menjadi panduan berfikir dalam menyusun 

argumentasi yang akan diadukan dalam persidangan dan/atau 

memberikan pendapat hukum. Bahan hukum sekunder yang paling 

utama adalah buku teks, yang membicarakan suatu dan/atau 

beberapa permasalahan hukum,termasuk skripsi, tesis, dan disertasi 

hukum, kamus - kamus hukum jurnal - jurnal hukum dan komentar - 

komentar putusan hakim.32 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun 

 
32 Ibid, hlm.54. 
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sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus 

hukum, ensiklopedia, dan internet.33 

4. Teknik pengumpulan bahan hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini dilakukan dengan cara yaitu studi penelitian kepustakaan, 

bahwa data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

narasumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen 

resmi, publikasi, dan hasil penelitian.  

5. Analisis bahan hukum  

Analisis bahan hukum yang penulis gunkan dalam penelituian hukum 

ini adalah menggunakan teknis deskriptoif analisis, dimana analisis 

bahan hukum yang digunakam adalah analisis secara pendekatam 

kualitatif terhadap data primer , sekunder, maupun tersier.34 

6. Penarikan kesimpulan  

Penarikan dalam kesimpulan dilakukan secara deduktif ke induktif 

yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang 

kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang 

bersifat khusus.35 Dalam hasil penelitian ini proposisi yang kemudian di 

hubungkan dengan permasalahan untuk ,memperoleh kesimpulan yang 

 
33 Ibid, hlm.106. 
34 Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm.107. 
35 Bambang sunggono, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007, 

hlm.10. 
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bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini , baik secara ringkasan argumentasi, singkat, jelas, dan  

menyakinkan36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Ibid, hlm.121. 
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